
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 200i tcntang Perbendabaman 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-I 
Nomor 45. Tambahan Lembaran Negar• Repubh.k Indonesia 
"'-- -- ..... ~.,.~ 

4. Uadang-Undang Nomor L 7 Tahun 2003 tentang: Kcuangan Negara 
(Lembaran Negara Republil lndonesia Tahun :?003 Nomor ~7. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Xomor 4~-16): 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten1ang Pencelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. dan ~cpotismc 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

J. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 temang P<mbentuk.m 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingl-ungan Propinsi Jawa Bara, 
(Serita Negara Tahun 1950): 

Mengingar 

c. bahwa atas dasar perrimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a 
dan huruf b di atas, maka P-edoman Tindak lanjut Hasil Pemenbaan 
tersetx.u perlu ditetapkan dengan Perarura.n Bupari . • 

b. bahwa unruk menindaklanjuti laporan h,su pe,m,iksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaann~a dapat 
dilaksanakan secara efektif, efisiee dan akunubel perlu pedoman 
scbagai 1indak lanjut dari basil pemeriksaan Sadan Pemeriksa 
Keuangan; 

a. bahwa dalam rangl:a melaksanakan ketenruan Pasal 17 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200'i tenrang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Bupati segera 
menindaklaajuti aias teporan basil pemeriksaan keuangan, laporan 
hasil pemenksaan kioerja dan laporan hasu pemeriksaan dengan 
tujuan tcrtentu yang disampaikan oleh Sadan Pemeriksa Kcuangan: 

Menimbang 

BUPATI BEKASI, 

OENG . .V. RAH111ATTUH..V. YANG ~!AHA ESA 

TENT ANG 
PEOOJ\fAN TINDAK lANJUT BASIL PEl\1ERIKSAAN BAD . .\_ 'I PEi\lERJKSA 

KEUANGAN PADA PE'.\1£R.L'lffAH KABt;PATEN BEKASI 

NOMOR 3' 'l;b"lJ!: 2011 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



IS. Peraruran Bupati Bekasi Nomor 43 Tahan 2009 tentang Organisasi 
dan Tara Kerja lnspektorat Daerab (Serita Oaem Kabepaten Bekasi 
Tahun 2009 Nomor 43). 

U. Peraruran Daerah Kabupateu llekasi Nomor 7 Tabun .?009 rentang 
Pembcntukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nof1lOT 7); 

l3. Peraruran Memeri Dalam Xegeri Nomor 64 Tahuu :?(X}7 1enung 
Pedoman T eknis Organisasi d:.n Tata Kcrja Inspekiora; Provinsi dan 
Kabupeteu/Kota: 

12. Peramran Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Pengetotaan Keuangan Daerah. sebagaimana 1dah diubah 
dengan Peraruran Meateri Dalam Negeri '&omor 59 Tahuo 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Oabm Ntgcri Nomor l3 
Tahun 2006 tenrang' Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah: 

11. Pcraturan Pemerinrah Nomor 38 Tahon 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Amara Pemerinta.h. Pemerint.aban Daera:b 
Prcvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kora (Lernbaran 
Negara Repnblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahaa 
Lcmbaran Negara 1\omor 4737): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2tXl5 temang Pedoman 
Pembinaan dao Pengswasan Penyelengga,aan Pemerin<ah Daer.lb 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 xomor 165. 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4583): 

9. Peraturan Pemerimah Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pcogclolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repnblik Indonesia 
Tahun 2005 Nemer 140. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ~578); 

8. Undang-Undang Nornor 15 Tabuo 2006 temang Sadan Pem<riksa 
Keuangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 85, Tambahan Lembaran :'<egara Nomor 4654): 

6. Vndang-Undang Nomor 15 Tabun 200-I 1<1113ng Pemenksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawsb Keuangan Negara (Lembann 
Negara Republik lndonesfa Tahuo 2004 ~o.mor 66. Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor +K)()); 

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2(K)4 tentang Pemcrintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 200-I 
Nomor 125. T ambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubab beberapa kali. terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcnWl!l Perubahan 
Kedua Atas Undang-Uodang Nomor 32 Tahun ~oo; tentang 
Pemerintah.an Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4844); 



l 2. Tim Tind.ok Lanjut Hasil Pemenksaan BPK RI pada Pemenntah Kabupaten Bekasi yang 
solanjutnya disebut Tim TLlfP BPK RI adalah Tim J-ang dib<ntuk oleh Bupati uruuk 
rnelaksanakan TLHP BPK-RI. 

11. Tindak Laojut Hasil Perneriksaan vang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindal: Lanjut 
Hasi! Pemcriksaan BPK RI. 

9. Badan Pemeriksa Keuangaa Republik Indonesia yang se!anjutnya disebet BPK Rl ac!alab 
Badan Pemcriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Prcvinsi Jawe Bara1. 

-to. Laporan Hasil Pemcnksaan yang selanjutnya disebut LHP adafab Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RJ. meliputi pemerissaan keeangan, pemeriksaan linerja. dan 
perneriksaan dengan ruju.an rertenru. 

8. Organisasi Perangkat Daerab yang selanjumya disebu; OPD adalab Organisasi Perangl.11 
Dserah di lingkuagan Pemerintab Kabepaten Bekasl. 

7. Inspcktur adalah lnspekrur Kabupeten Bekasi, 

6. lnspekrorat adalah lnspek1or,l Kaoupaten Bck.lsi 

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi. 

3. Bop.Ii adalah Bupau Bckasi. 

2. Pemerimah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daer.th sebagai unsur penyelenggara 
Pcmcnntab Daerah, 

J. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 

Dalam Peraruran Bupati ini, yang dimaksud dengan . 

BAB! 
KEfENTlJAN L~lm<l 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI n;,,'TA.NG PEDOMAN TIXDAK lA"Jl'T 
HASIL PEMERIKS.'V\N BADAN PEMERIKSA K£liA.NGA1' PADA 
PE.\.!ERJNT AH KABUPATEN BEKASI. 

Menetapkan 

MafUTUSKA..'1: 



I. Pendahuluan 
It Maksud dao Tujuan 
Ill. Ruang Llngkup 
IV. TLHP BPK RI 
V. Tim TLHP 13PK RI 
VI. Petaporan Tim TLHP BPK RI 

(1) Slstematike Pedoman TLHP iru meliputi : 

Pasal 5 

BAlllV 
SL~TEMATIKA 

• 

a. pemeriksaan keuangan: 
b. pemerlksaan kinerju: dan 
c. pemeriksaan dcngan tujuan tertenru . 

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemamauan, dan pelaporan TLHP 
BPK RI. meliputi : 

BAB ill 
RCANG LINGKUP 

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tlndak lanjut terbadap basil pemeriksaan 
BPK RI dapat dlleksanakan secara efektif, efisien, dan akuotabel mdiputi koordinasi 
perencanaan, pelaksenaan, pemantauau, dan pelaporan TLHP BPK RI. 

Pasal 3 

Maksud diterapkannya Pedomaa TUIP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah 
Daerah dalam menindaklanjuri basil pemeriksaaa BPK RL 

BAil ii 
MAKSt;D DAN TUJUAN 

Pasal 2 



DEDO\' ROHE:\l>I 

· dengan aslinya, 
IA. "II El UKUM 

BCRITA DAER.~ K1\BUPATEN BEKASI TAHU:-: ~011 NO~IOR 33 

fl. -OAOANG MUL YADI 

nd 

SEKRETARIS UA£R.\II KABUPATE:-1 BEKASI 

Diundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal 

H. SA'DUDDIN 

ltd 

llCPATl BEK~l 

Ditctapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya. memerinrahkan pengundangan Peraruran Bupati ini 
dengao penempaiaanya dalam Berita Doerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tat1g.gal diundangkan. 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum cukup diarur dalam Pcraiuran Bupati ini sepanjang mengenai teknis 
peleksannannya. ditetnpkan cleh Penanggung Jawab TLHP BPK RI. sesuai ketenman peraturan 
perundang-undaegan. 

Pasal 6 

BAB\. 

K.ET£]';TU . .\t"II PENl.'TFP 

(2) lsi. muaum clan rincisn Pedornau TLHP sebagaimana dimak.sud pada a~..u < 1 l tercantum 
dalam Lampiran I dau lL sebagai bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Bupati iru. 



Alas dasar tersebut. perJu disusun pe.c!oman dalam pelahanaan ondak lanjot 
hasil pemerik.saan BPK RI guna memperccpat pelaksana.in TLHP BPK RJ. 

Pemerintah Oaerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. dan dib<ri 
kesernpa,an u-nruk mcnanggapi lemuan scrta kc~impttlan ~·ang dil..tmuk.a:k.an dalam 
LHP BPK RJ. Tanggapan dimaksud dlsenakan dalam LHP BPK RJ yang disampaikan 
kepada OPRD. 

Setiap laperan basil pemenksaan BPK Rl disampaikan kepada OPRD sesuai 
dcngan kewcnangannya yang d1tindaklatljuli. antara lain dengan me-mbahas.nya 
bersama pihak rerkau. Selaio disarnpaikan kcpada DPRD, Iaporan basil pemeriksaan 
juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pcmcrintah Daerah, Oalam bal laporan basil 
pemeriksaan kcuangan. hasu pemeriksaan BPK digunakan oleb Pemerimab Oacrah 
untuk melakukan koreksl dan penyesuaian ~ang diperlukao. sehingga laporao 
keuangan )'al\!l telab diperik,,-a /audued fmada/ St<1temenrs) memoa1 koreksi dimaksod 
sebelum disampaikan kepada OPRD. 

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) scgera setelah kegiatan pemenksaen eclesai, 
Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. pemeriksaan kinerja akan 
mcnghasilkan Jemu•n, kesimpulan, dan resomendasi, adapcn pemeriksaaa dengan 
tujuan tertentu akao menghasilkan kesimpu1an. - 

Tindak Lanjut basil Pemenksaan BPK RI telab diatur dalam Undang-Uodang 
Nomor 15 Tahun 2f.l04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor IS Tahun ::o06 tentang Badan 
Pemeriksa Keuaogan. Dalam Undang-Undang eersebur, din)'4t.akan bahwa setiap 
pejabar yang diperikss danaiau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban 
al>lu pcnjclasan kepada BPK RI rentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP 
BPK Rl. dan menjadi salah satu dasae pecilaian kinerja instans], meskipvn dalam 
kenyataannya pelaksanaan TLHP ini bclwn diterapkan secara optimal. 

Pengawasan sebagai suaiu proses roerupakan rangkaian 1idak te,putus dari 
rnulai pereacanaan pengawasan sampai dengan hasil peng.awasa.n selesai 
diundaklajuti, Untuk meocapai h.asil pengawasan yang optimal. maka setiap temuan 
hasil aparat pengswas eksiern dan intern. wajib ditindakllllljuti oleh Pimpinan OPD 
secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tiodak la.njut basil pemeriksaan 
meropakan bagian da.ri \lpa)a perbaikan manajemen pemerimahan. Ada-pun. 
pencnrasan hasiJ pemeriksaan akan mendorong pcmuliban citra dan kewibawaan 
Pemerintah Daerah. 

Oalam raagka menghadspi tunnnan perkembangan dan pencapaian sasaran 
pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi .. apararur Pemerintab Daerah dan 
masyarakat mcmpunyai peran yang sangar srrategis datam mewujudkan keberhasitan 
pembangunan di Daerah. Hal tersebat juga diperkua dengan rnaraknya ruruur.an 
masyarakat terhadap kiaerja aparatur Pemerintab Daenab dalam menyelenggarakan ia•• kepemerinrahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan b3I terseber, 
perlu didukung olch peran dan fungsi pengawasan yang efektif. efisien. dan atuntabel. 

I. PEl\'DAHULUAN 

L~\IPIRAl' I PER.>.n'RA"- BL'PATI BEK.AS! 
"-O~IOR 
T,•,NGGAL 
PERlHAl. PED0~1.."-"- IDl)Af.. L>,SJCJ H.-\SIL 

P~IERIK$A.~'I BADA.' PE~IERIKSA 
KEU.~'fGA.~ P.-\D.-\ PE.,fERfi',TA.H 
K..\Bl:PATEI> BEK....SL 

• 



2. Inspektur S<"laku Sekretaris Tim Tl.HP BPK RI. seteleh meeerims LHP BPK RJ 
berkoordtnasi dengan Penanggungja\\ ab untul. : 
a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi. kriteria, daa rekomenoasi atas LHP 

BPK RI scTanjumya rnenyerahkan baban TLHP kepada OPD sebagar anggota 
Timi 

b. menycsunmembu .. Reneau Aksi TLHP BPK RI; dan 
c. mensosialisasikan Rencana Aksi TUlP BPK Rf dan membusr kesepakatan 

... -&. , ;,._ "1"1 Uo ODV nr , .. _ , .. -- •• "" ~ .. -- -···'"'" .. _.; __ .....__ 

I. Wakil Bupati Bekasi selaku Penenggungjawab Tim TLHP BPK RL 
mengkoordmasrkan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah direrimanya LHP BPK RI. 

Susunan personalia Tim 'rt.HP BPK Rl, terdiri atas : 

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Ra1.1-a1 Dacrah (DPRD) 
Kabupaten Beliasi. dalam mcnindaklanjuti laporan basil pemeciksaan BPK RJ pada 
Pemerimah Kabupaten Bekasi. yang ridak dimimakan pl?l)jela..~n dan atau 1idak 
dirnintakan pemeriksaan lanjuran oleh DPRD Kabupaten Bek.bi kcpada Sadan 
Pemeriksa Keuangan R~publik Indonesia ( BPK RI). dibentuk TL\1 TUIP BPK RJ 
pada Pemerimah Kabuparen Bekasi, 

- 
V. TIM TI.HP BPK RI 

Laporan TiasiT Pemeriksaan (LHPJ disampaikan o!eh BPK RI kepada Bupan dan 
DPRD dengan tembusan disampaikan kepada lnspektorar, uorul:: selarJut.n) a.. Tim 
TLHP BPK Rl yang dibeniuk oleb Bupeti menindaklanjuti LHP BPK RI dengaa bacas 
waktu paling lambat 60 (enam puluhJ hari setelah I.HP diterima, sesuai ketenruan 
peraruran perundang-undangan, 

TV. TINDAK LA."IJUT HASlL PEMERIKSAAN BPK RT 

I. Pemeriksasn Keuangan 
(Laporan basil pemeriksaan ken.ngan BPK RJ akan menbasilkan opini); 

2. Pemeriksaan Kinerje 
(laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan mengbasilakn .. muan. 
kesimpulam. dan rekomendasi); dan 

3. Pemeriksan dengan Tujuao Tertentu 
(Laporan basil pemeriksaan dengan tnjuan tertentu. BPK RI akan menglusiltan 
kesimpulan). 

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah 
Kabupaten Bekasi mcncakup petaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI. 
yairu ; 

IU. RUANO LINGKUP 

Pcdoman Tindak lanJUl H,sil P"m.11.$.,.m BPK RI pada Pen,ennt.11! ~p•<~a 5e;..,_.,. 
dimaksudkan unruk memberiksa ..t..:udL b.;ig,1 Pemcnnt.Ji Oacr.Jh d.,.l.m 
menindaklanjuu hasil pem,rilo,.,anBPK Rf 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl pad, Pemerinrah IW>upat~n Bekssi 
Berrujuan unuik menindaklanjuti basil pemeriksean BPK RJ S<CJr• efekrif. dis1eo. 
dan akumabcl, mclipuri koerdinasi perencanaan, pclaksaa.aa.."l. pemant.tuan dan 
pelaporan TLHP BPK RJ. 

II. M U:SLD DAA T!;!i;AS 

• 



DEDDY ROHE.'\'DJ 

II Salinan ses 
"' KEP At.A · 

BERITA DAERAH KA.BUPATEN BEKASI AHl!N 2011 NOMOR 33 

8. DADA."IG MUI.YAO! 

- 
SEKRETARlS DA.ERAH KABUPATEN B.EKASJ 

Diundangkan di Cikarang Pu;::.31 
Pada Hioggal 

H. SA 'Dl'DDP.\ 

ttd 

BUPATl BEK~l 

Penanggongjawab Tim TLHP BPK Rl melaporkan perkembar.gan basil kc,ja tim 
kepada Bupati dan DPRD paling sedikit uap 6 (el'!>m) betan. 

OPD yang menindaklanjuti remuan LHP BPK RI melaporkm pelaksanaao 
undaklanjut LHP kepada BPK Rl <Ian DPRD sesnai kcteatuan peraiuran perundwlg· 
nndangan, sedangkan tcmbusannya disampaikan kepada Bupa:i melalui ln..'!>Cktur 
selaku Sekreraris Tim TLHP BPK RL 

VI PELAPORAN 11.HP BPK RI 

, <\ngg,,u n,1 
Kepala OPO sel•ku Anggoc.i Tun Tl.HP BPK RI ;eact..h 111Ci10IUD.1 b.t1wt Tl.HP 
BPK RI dari Sekretaris Tim TUIP BPK RL benugas 
a. metaksanakan kesepakatan mengenai ~lim ptn}e.Io:i.2.i..1.n TI.JiP BPK RI dan 

mempelajari koadisi, krtteria dan rekomdass ~ang.di~.un.p;t.ikan old. Semtui~: 
don 

b. menindaklanjuti dengan membuar , melengks]» rnempcr:.an~IT\lng jawabkan 
dan . srau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan , atau Kas Neg,a:a sesuai 
dengan rekcmendasl BPK RL 

• 
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l B~han TLHP 
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Tl.HP 
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fk~!t,lw:i.~:10 BPK RJ 
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( WABIJP) 

Sekretaris 
( Inspektur ) 

Anggoia 
I OPD) 

BUPATl 
BfKRJ 

Perwakilan 
Proviesi Jawa 

Bamr 

DPRD 
TIMTLHP BPK RI 

STAJ\'DAR OPERASIONAL PROSED UR TINDAK I.AN.lt:T HASIL PE~IERIKSAA. 'I 
BADAN PEMERIKSA KEUANGA.'i REPUBLIK JJ\1)()1\'ESIA 

PADA PE.MER1'1T AH KABl!PATEN BE.KASI 

lA\IPIRA.'1 fl PERAnt<A.',BlJPATI BE!,ASl 
NO~lOR 
TA'sGGAL 
PERIHAL PEOO~ mill.U. L..\.'-Jl 1 H.ASIL 

PEMERIKSAA."< BADA." PE~IERIKSA 
KEt:'A.1'\GA.'\ P . ..\DA PEMER.Jl'.IAH 
KABUPATE.N BEKASL 



60Han Jumlah 

Penanggungjawab melaorkan h..i.,il TLHP BPK RI 
kepada Bupati llekasi unruk disampaikau kepada 
BPK RI dan DPRD Kabu aten Bek.ls, 

• 5 Hari JO 

:, Han 

10 Hari 

BPK RI dan DPRD Kabupaten Bekasi rnelalui 
Penanggungjawab dan Sekretans Tim TLHP BPK 
RI 

Anggot, Tun TLHP melaksanakan kesepakatan 
mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RJ dan 
mempelajan ltondisi. knteda. d:an rekomendasi ~aog 
telah drsampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang 

5 

tUJ!<ASn,·a 
6 Sekretaris berkcrsultasr dengzn BPK RI atas TLHP 

BP~ RI )aog tel;h dila~san.ik.ul sebagai bahan 5 Harl 
i'al'll._"ltJO 

7 Sekretans me laku ka-n koordiaasi dengan DPRD 
Kabuparen ~h..t ... J d.J.m menindaklanjuti basil 5 Hari 

' 
pcnpwas•o BPK RI • 

I 8 Anggota Tun TLHP merundaklaojuti dengan 
membuat melengk..tp1 mempenanggungjawabkan 
dani&tau rnenyerorkan ke K..1$ DJerah d.an 'atau ~c 15 Hsri 
Kas ~e!?ara se"-u~i oeeean rekorndasi BPK RI 

9 Anggoia Tim TL.HP melaporkan basil TLHP kepada I . . . 

S Hari 
Sekretaris mensesialisasikan Rencaaa Aksi TLHP 
BPK RI dm membuat kesepakatan wakru 
penvelesalan TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 
hari kalender 

5 Har1 Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut 
LHP BPK RI \ TlHP BPK RI ) 

3 

5 Hari Sekrerads mempelejari daa mcngidentilikasi 
kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK RI 

' - 

Scl.&mbat-1.lmbatnya 2 
bulan setelah menerima 
Laporan Keuangan dari 
Pemerintah Ksbupaten 
Bekasi 

Prosedur 
Jangksw3l<tu 

peeyetesaian ..qll 
berkas diterima 

BPK RI menyampaikan Laporan basil Pemeriksaan 
kepada DPRD Kabupaten Bekssi dan Bupati Bekasi 
dengac ternbusan kepada lnspektur Kabupaten 
&kasi 

J 

No. 

PROSED UR 



• 
OEOO\ RQ!fESDI 

BE.RITA DAERAH KABLl',\TES 8EKAS1 TAHU:-. ZOl l NOMOR 33 

If. DADA.';G MLLYADI 

ud 

SEKRETARIS DAERAH l,ABL PA TES BEKASJ 

D,und.,n2!<3n di Gk.tr.me Pusat 
Pada tanggaJ 1 .l.opeabo; 2<il 1 

ff. SA'Ol'DDL-X 

ud 

6UPATI BEKASI 

Formulu I Dokurnen Yang: digunakan : 
I Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 
2 Himpunan Pemaarauan Tindak l..:mjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesreran 

pada Pemeriruah Kebupaten Bek;;i.Si 
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 


